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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal g
Peraturan Daerah Kabupaten pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Orga-rrisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Kepemudaan dan Olah Rrga;

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgSO tentang
Pembenhrkan Daerah-daerah Kabupaten Datam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun lgSO Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambatran Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ZTSOI;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zDll Nomor gZ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23al;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Zel4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SSSZ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aS93);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5SS7);



Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Al4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361:'
Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 33
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1a86);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah l(abupaten Pamekasan Tahun
2416 Nomor 1O);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGAI{ISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OI"AH RAGA.

BAB I
I{ TEI|TUAIT I'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Pamekasan dengan Tipe A.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah

Raga I(abupaten Pamekasan atau Pejabat Pimpinan Tingg
Pratama Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Pamekasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana
teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, we\Fenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu sahran
organisasi yrrrg dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

6.

7.

8.

9.



(1)

BAB N
I(TDI'I'I'KAIT DAIS SUSIIf,AI| ORGAITISASI

Bagian Kesatu
Keduduhan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana uransan
pemerintahan daerah Kabupaten di bidang Dinas
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
daerah Kabupaten di bidang Kepemudaan dan Olah
Raga.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui serrretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Susunsn Orgnnisaef

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
1. Seksi Pemberdaya.an llslgmfuagaan Kepemudaan;
2. Seksi Kepemimpinan, Wawasan dan Kepeloporan;
3. Seksi Kewirausahaan dan Kreatifitas;

d. Bidang Sarana dan Prasa-rana, membawahi:
1. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;

e. Bidang Olah Raga, membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi;
2. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Rekreasi,

Tradisional, dan Iayanan Ktrusus;
3. Seksi Pengembangan Organisasi Olah Raga dan

Kejuaraan;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(41 Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagran yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Selcretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.

(21



Pasal 4

Bagan Strukrur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam l^ampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini-.

BAB III
TUGAS DAff FT'TGS'I

Bagian Kesahr
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olah Raga dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pemmusan dan kebljakan di bidang Kepemudaan dan

Olah Raga;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

Kepemudaan dan Olah Raga;
bidang

c. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
d- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kcdua
ScLretartat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat {f)huntf b mempunyai tugas merenc€rnakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi
umrlrn, kepegawaian, perr5rusunan program, perlengkapan dan
aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan,
perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan
pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

pengelolaan dan pelayan€u-t administrasi umum;
pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan
Dinas;

c. pengelol,aan urusan nrmatr tan€ga,
masyarakat, dan keprotokolan;

hubungan

d. pelaksanaan koordinasi pen5rusunan perencanaan
program, €rnggar€rn, dan perundang-undangan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata
laksana, serta program dan kegiatan Dinas;

f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar

bidang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4

a.
b.



sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf I

Sub Bagien Umum rhrl t(spcgawaian
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan tata usaha umum, bh usaha pimpinan,

dan administrasi perjalanan dinas;
b- melaksanakan urusan administrasi surat men5rurat,

pendistribusian suraf dan tata kearsipan;
c. melaksanakan urusar rumah tangga, perlengkapan, dan

inventaris Dinas;
d- memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
e- melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan

keprotokolan;
f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang

kebutuhan Dinas;
g. men5rusun bahan pembinaan kepegawaian, kelemlagaan,

dan ketatalaksanaan Dinas;
h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan

karier pegawai, peningkatan mutu pengetatrrtan, disiplin,
dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen
kepegawaian;

i. menJrusun bahan pengoordinasian kegiatan perenc€rnaan,
monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja,
program, dan kegiatan Dinas;

j. menJrusun perencanaan kinerja, progr€rm,
Dinas;

k. men5rusun hasil pelaksanaan monitoring
kinerja, program, dan kegiatan Dinas;

l. men)rusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

naragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 1O

Sub Bagan Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai
tugas:
a. men5rusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan,

monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja,
program, dan kegiatan Dinas;

b. men5rusun perencanaEul kinerja, program, dan kegiatan
Dinas;

c. menJrusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
men5rusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
melaksanakan pengelolaan informasi kesehatan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

dan kegiatan

dan evaluasi

d.
e.
f.



Paragraf a
Sub Bagian Keuangan da! AsGt

Pasal 1l
sub Bagran Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (U huruf b angka 3 mJmpunyai tugas:
a- melaksanakan verifrkasi dan akuntansi pengelolaan

keuangan Dinas;
b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai;
c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
d. men5rusun laporan pertanggungiawaban pengelolaan

keuangan dan aset Dinas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian l(etrga
Bi&ng Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengembangan produktifitas dan kreatifitas, minat, dan
bakat bidang pendidikan, kepemimpinan, dan kepeloporan
serta peningkatan kewirausahaan pemuda.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan perencanaan program dan kegiatan bidang

kepemudaan;
b. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis

pengembangan produktifitas, kreatifitas, dan
kewirausahaan, kepeloporan dan \rawasan, serta
pemanfaatan dan pengendalian bidang kepemudaan;

c. penrmusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
keimanan dan ketaqwaan;

d. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis
peningkatan profesionalisme, kepemimpinan, dan
kepeloporan, serta pengaturan dan penganugrahan
prestasi pemuda;

e. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis
peningkatan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;

f. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis
pengembangan jaringan dan sistem infonnasi
kepemudaan, fasilitas kerja sama kepemudaan,
pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif, serta
pemanfaatan dan pengendalian pemuda;

g. pengawasan dan pemantauan terhadap organisasi
kepemudaan, pemberian bimbingan atau konsultatif, serta
supervisi bidang kepemudaan;

h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring datam rangka
penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan
bidang kepemudaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



naragraf 1
Scbi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda

Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
a. men5rusun perencan€uln program kegiatan pemberdayaan

kelembagaan pemuda;
b. men5rusun bahan pembinaan, pengawasan, bimbingan,

supervisi, dan konsultasi bidang pemberdayEran
kelembagaan pemuda;

c. melaksanakan fungsi pengembangan manajemen dalam
rangka meningkatkan kelembagaan, wawasan, dan
kreatilitas pemuda;

d. men5rusun bahan pengembangan produktiftas, kreatifitas,
manajemen, dan wawasan, serta meningkatkan kemitraan
kepemudaan;

e. menJrusun kriteria dan standarisasi kelembagaan,
pengembangan kapasitas dan kompetensi kelembagaan;

f. men5rusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan
evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan kelembagaan
pemuda; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

nangraf 2
Schsi Kepemimpinan, Wawasan, dpln Kepeloporan

Pasal 15

Seksi Kepemimpinan, Wawasan, dan Kepeloporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2
mempunyai tugas:
a. men5rusun perencanaan program kegiatan pengembangan

kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan, dan kepeloporan
pemuda;

b. men5rusun bahan fasilitasi kegiatan pengembangan
kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;

c. men5rusun bahan rumusan peningkatan kemampuan
manajerial pengurus organisasi pemuda;

d. men5rusun bahan pembinaan dan peningkatan
nasionalisme pemuda melalui kegiatan kepemimpinan dan
kepeloporan pemuda;

e. men5nrsun bahan pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor;
f. menJrusun bahan hasil kegiatan kepemimpinan dan

kepeloporan pemuda;
g. men1rusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan

evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan
kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan

h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf3
SekBi Kewiraueahaar dnn Ilreatifitas

Pasal 16

Seksi Kewirausahaan dan Kreatifitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
a. men5rusun perencanaan program kegiatan pengembangzln

kreatifitas, dan kewirausahaan pemuda;



b. men5rusun bahan fasilitasi kegiatan pengembangan
kewirausahaan untuk peningkatan kreatifrtas pemuda;

c. menJrusun bahan rumusan peningkatan kemampuan
pemuda menjadi mandiri dan kreatif;

d. men5rusun bahan pembinaan melalui kegiatan
kewirausahaan dan kreatifitas pemuda;

e. men1rusun bahan fasilitasi kegiatan kepemudaan untuk
peningkatan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;

f. menJrusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan
evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan
kewirausahaan pemuda; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagirn Keempat
Bidang Saraaa dnn Prasarana

Pasal 17

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaim€rna dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyediaan,
pemutakhiran data, pemeliharaan, pening!<atan, serta
pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah
raga' 

Pasar 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan
tungsi:
a. perumusan perencanaan program dan kegiatan bidang

sarana dan prasarana;
b. pemmusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis

pemutakhiran data sarana dan prasarana;
c. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana;

d. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis
pengembangan jaringan dan sistem informasi penyediaan
sarana dan prasa-rana;

e. pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan
prasarana;

f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka
penyusunan laporan kegiatan hasil pemanfaatan sarana
dan prasarana; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
S€tst Sarana dsa Prasararaa Oleb Rege

Pasal 19

Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angla 1 mempunyai tugas:
a. men5rusun perencan€ran program kegiatan pemutakhiran,

penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana olah
raga;

b. men5rusun bahan pembinaan, pengembangan,
pengawasan, dan supervisi sarana dan prasarana olah
raga;



d.

e.

c. melaksanakan fungsi pengembangan manajemen dalam
penggun€ran dan pemanfaatan sarana dan prasarana olah
raga;
men5rusun bahan pengembangan produktiftas dan
peningkatan kemitraan keolahragaan;
menJrusun kriteria dan standarisasi penggunaan sarana
dan prasarana olah raga;

f- menjrusun bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyediaan dan
pemanfaatan sarzrna dan prasarana olah raga; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 2
Se&si Saraaa dan Prasarana Kelrcmudtan

Pasal 2O

seksi sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
a. menJrusun perencanaan progr€rm kegiatan pemutakhiran,

penyediaan, dan pemanfaatan sar€rna dan prasarana
kepemudaan;

b. men5rusun bahan pembinaan, pengembangan,
pengawasan, dan supenrisi sarana dan prasarana
kepemudaan;

c. melaksanakan fungsi pengembangan manajemen dalam
penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
kepemudaan;

d. men5rusun bahan pengembangan produktiftas dan
peningkatan kemitraan kepemudaan;

e. menJrusun kriteria dan standarisasi penggunaan sarana
dan prasarana kepemudaan;

f. menJrusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan
evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyediaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3
Sebi Pemanfrataa dan pengendalian

Pasal 21

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
a. men5ruslrn perencanaan program kegiatan pemanfaatan

dan pengendalian mutu pelayanan;
b. menyusun kriteria dan standarisasi pemanfaatan sarana

dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
c. menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan

evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyediaan,
pemanfaatan, dan pengendalian sarana dan prasarana
kepemudaan dan olatr raga; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang
tugasnya.



Bagiaa Kellma
Bidang Olah Raga

Pasal 22

Bidang olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal S
huruf 9 mempunyai tugas melaksanar<an pemberd ayaata,
pengembangan organisasi, dan kejuaraan, serta pemandu
bakat dalam rangka pembinaan olahraga.

Pasal 23

untuk melaksanakan trrgas sebagaimana dimaksud datam
Pasal 22, Bidarrg Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan perencanaan program dan kegiatan

pembinaan olah raga;
b. pemmusan bahan penyelenggaraan kebiiakan operasionar

pembinaan olah raga;
c. pembinaan keolahragaan dalam rangka pengembangan

dan keserasian serta dukungan alrtifitas olah raga;
d. pelaksanaan dan peningkatan pendidikan dan pelatihan

serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olah
raga;

e. pemmusan bahan pengembangan kemitraan dalam
pembangunan olah raga dan peningkatan pera.n serta
lintas bidang dan sektoral serta masyarakat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragtaf I
Scksi Pemberdayaan Oleh Raga Prestesi

Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
a. menJrusun perencanazrn program dan kegiatan

pengembangan dan pemberdayaan olah raga prestasi;
b. men5rusun bahan pelaksanaan kebijakan olrerasional,

pembinaan, dan pelatihan untuk prestasi atlit dan pelatih
dalam kejuaraan;

c. menJrusun bahan pembinaan dan pelatihan dalam rangka
peninglatan dan pemberdayaan produlctifrtas olah raga
prestasi;

d. men5rusun bahan pengembangan manqiemen, wawasarl,
dan kreatifitas dalam rangka pemberdayaan olah raga
prestasi;

e. menganali5q dan merencanakan peningkatan
profesionalisme atlit, pelatih, manajer, dan pembina olah
raga serta pengaturan sistem penganugrahan,
penghargaan, dan kesejahter€Lan petaku olah retge-
prestasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala
Bidang Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 2
Sckst Pemberdeyaan Otah RagaRekrreasi,

Tradietorel, da! Leyanan l(busus
Pasal 25

Seksi Pemberdayaan Olah Raga Rekreasi, Tradisional, dan
l.ayanan Ktrusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d angka 2 mempunyai tugas:
a. menJrusun perencanaan program dan kegiatan

pengembangan dan pemberdayaan olah raga rekreasi,
tradisional, dan layanan khusus;

b. men5rusun bahan pelaksanaan kebijakan operasional,
pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keolahragaan
dalam rangka pengembang€rn dan keserasian serta
dukungan aktifitas olah raga rekreasi, tradisional, dan
layanan khusus;

c. men5rusun bahan pengembangan kemitraan dalam
pembangunan olah raga rekreasi, tradisional, dan layanan
khusus, serta peningftatan peran serta lintas bidang dan
sektoral serta masyarakat;

d. men5rusun bahan pengembangan manajemen, wawasan,
dan kreatifitas dalam rangka pemberdayaart olah raga
rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;

e. menganalisa dan merencanakan peningkatan
profesionalisme atlit pelatih, manajer, dan pembina olah
raga serta pengaturan sistem penganugrahan,
penghargaan, dan kesejahteraan pelaku olah raga
relcreasi, tradisional, dan layanan khusus;

f. mengkaji dan merencanakan pemasyarakatan olah raga
rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan

g. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala
Bidang Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

naragraf 3
Sehri Pengembangan Organisa* Otah Raga

da. Kejuaraan
Pasal 26

Seksi Pengembangan Organisasi Olah Raga dan Kejuaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3
mempunyai trrgas:
a. menJrusun perencanaan program dan kegiatan pembinaan

dan pengembangan organisasi olah raga dan kejuaraan;
b. men5rusun bahan pelaksanaan kebijakan operasional

pembinaan organisasi olah raga dan kejuaraan;
c. men5rusrrn bahan pembinaan olah raga dalam rangka

pengembangan dan keserasian serta dukungan aktifitas
organisasi olah raga;

d. men5rusun bahan pengembangan kemitraan dalam
pembangunan olah raga dan peningkatan peran serta
lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;

e. men)rusun bahan pengembangan manajemen org€rnisasi
olah raga, kerjasama, dan informasi keolahragaan, serta
kemitraan industri olah raga;

f. menganalisa dan merencanakan pemberdayaan dan
pemasyarakatan olah raga melalui kejuaraan; dan

g. melaksanakan trrgas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang OIah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dilas

Pasal 27

Pembentukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kctnjuh
KelompoL Jabatan F\rngsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan
pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan
keterampilan.

Pasal 29

(U Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
teneBa dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa
kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

(21 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur
sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
TATA KER.'A

Pasal 3O

(U Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan
unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah
Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar
Pemerintah Kabupaten.

{21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan jika terjadi penyimpangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan
bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

(41 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematutri petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk
digunakan sebagai bahan dalam penJrusunan laporan
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada
bawahannya.
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{6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(71 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan
rapat secara berkala dalam rangka memberikan
bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
I{BTEIITUAII PERALIIIAIT

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati irri mulai berlaku, Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang ada tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru-

BAB VI
KETEilTUAII PEilITTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
l. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2OO8

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda,
Olah Raga dan Kebudayaan; dan

2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan
Nomor 5O Tahun 2OOB tentang Penjabaran Ttrgas dan
Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2O16

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2O16

SEKRETARIS DAERAH
KAB U PF,TEh( PAM E KASAN,

Y-'
ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 20T6 NOMOR 64

ACHMAD SYAFII
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BAGAIV
STRT'KTT'R ORGAITISASI

DINAS I{EPEUUDAAN DAN
OLIUI RAGA

I.AMPIRAN PERATURAN BUPATI
PAMEKASAN
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KER.IA
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA

I

SEKSI
PEMANFAA'TAN DAN

PENGENDAIJAN

ACHMAD SYAFII
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